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Lamp. :
Hal : Permohonan lzin Melakukan

Penelitian
Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Di
Tempat,

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Aurelia Maa Pallangan

Nomor Pokok : E051201022

Departemen : lmu Pemerintahan

Alamat : JI. Sahabat 111, Pondok Benhard 2 No. 33, Makassar
Nomor HP : 0812 5676 8736

Bermaksud untuk melakukan penclitian Eapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan
Skripsi yang berjudul :

“ANALISIS PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA MAKASSAR"

Schubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan Izin
untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Tembusan :

1. Dékan Fivip Unbas;
llemmrwlm

3. Kassubbag. Bldang Akadomik dan Kemalusi Fisip Unhas;
4. Pentinggal.
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Eepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
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Makassar

Menunjuk Surat Saudara Nomor 17366/5.01/FTSP/2024 Tanggal
05 Juli 2024 Penhal lzin Penelitian, dengan ind disampaikan kepada Saudara
bahwa Mahasiswa atas nama Aurelia Mas Pallaingan dengan judul penelitian
“Analisis Pelayanan Penerbitan Sertipikst Tanah di Kantor Pertanashan Kota
Makassar™ dapat melksanakan Penelitian pada Kantor Pertanamhan Kota
Malusssar,

Demikian disampaikan untuk diketahoi.

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Eepala Subbagian Tata Usala

Aslinda Amsak, S E., MM
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tanggal 04 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswalpen h ini:
Nama : AURELIA MAA PALLAN
Nomor Pokok . E051201022
Program Studi : limu
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Bagian Il

Pendaftaran tanah.

Pasal 19.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ST

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah
diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan MNegara dan
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat
yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
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Perkaban No. 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan

FERATURAN KEFPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REFUEBLIK INDOMNESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR FELAYANAN DAN PENGATURAN FERTANAHAN

KEFALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESLA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nemor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publilk dan dalam ranglka menyesuaikan
perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyvarakat
di bidang pertanahan perlu penyempurnaan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan MNasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor & Tahun
2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur
Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis
Pelayanan Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republilk Indonesia tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pololc-pokok  Agraria [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahumn 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 204 3);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o038);

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republilc
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republilc
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan MNasional dan Kantor
Pertanahan.

=1- MEMUTUSEAN: ...
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2. Pemberian Halk:

a. Hak Milk
1) Hak Milik Perorangan
DASAR HUKUM PERSYARATAN BLAYA WAKTU KETERANGAN
1. UU No. 5/1960 1. Formulir permohonan yang sudah Sesuai + 38 (tiga puluh Formulir permohonan
2. UU No. 2171997 jo. diisi dan ditandatangani pemohon ketentuan delapan) hari untuk: | memuat:
20 2000 atau kuasanya di atas materai cukup | peraturan - Tanah pertanian 1. ldentitas diri
3. PP No. 48/1994 jo. | 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan Pemerintah yang luasnya 2. Luas, letak dan
PP No. 79/ 1996 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon tidak lebih dari penggunaan tanah
4. PP No. 24/ 1997 dan kuasa apabila dikuasakan, yang tentang jenis 2 Ha yang dimohon
5. PP No. 1372010 telah dicocokkan dengan aslinya oleh dan tarif atas - Tanah non A. Pernyataan tanah
6. PMNA/KBPN petugas loket jenis pertanian yang tidak senpghketa
No. 371997 4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak | penerimaan luasnya tidak 4. Pernyataan tanah
T. PMNA/KBPN 3. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak negara bukan lebih dan dikuasai secara fisik
No. 3/1999 dan pelunasan tanah dan rumah ajsk yang 2000 m2 5. Pernyataan menguasai
pajak yang . . .
B, PMNA/KBPN (Rumah Gol lII) atau rumah yang berlak d tanah tidak lebih dari
No. 9/19949 dibeli dari pemerintah criaku pada 57 (lima puluh 5 [ima) bidang untuk
9. Peraturan KBPN RI 6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan Badan tujuh) hari untuk: permohonan rumah
Na. 3/2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya | Pertanahan - Tanah pertanian tinggal
10 Peraturan KBPN El oleh petugas loket, penyerahan bukt Nasional yang luasnya
Na. 472006 558 (BPHTB) dan bukti bayar uang Republik lebih dari 2 Ha Catatan:
11. Peraturan KBPN pemasukan (pada saat pendaftaran Indonesia - Tanah non 1. Tidak termasuk
No.7 /2007 hak]| pertanian yang tenggang waktu
12 KMNA/KBPN 7. Melampirkan bukti S5P/PPh sesuai luasnya lebih dari pemenuhan kewajiban
271998 dengan ketentuan 2000 m? 5.d. pembayaran sesuai SK
13. KMNA/KBPN 5000 m? 2. Jangka waktu tidak
6/ 1998 termasuk waktu yang
14. SE KBPN No. 600- ¢+ 97 (sembilan puluh diperlukan untuk
1900 tanggal 31 Juli tujuh) hari untuk: pengiriman
2003 . Tanah nen berkas/dokumen dari
pertanian yang Kantah ke Kanwil dan
luasnya lebih dari BPN Rl maupun
5.000 m2 sebaliknya

211 -
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Fasilitas Kantor Pertanahan Kota Makassar
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